BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perolehan Hak Guna Bangunan dari Hak Milik oleh
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan
Dalam Rangka Penanaman Modal. Terdapat kendala yang menjadi hambatan
sehingga memerlukan waktu yang lebih lama bagi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Satria dalam mempersiapkan syarat permohonan Hak Guna
Bangunan adalah kendala validasi lamanya pembayaran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada :

1. Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Banyumas agar lebih
meningkatkan penyuluhan tentang hukum pertanahan khususnya mengenai
peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya.

2. Kantor Pajak Purwokerto supaya membuat jadwal validasi agar pemohon
Hak Guna Bangunan segera mengajukan permohonan.

3. Masyarakat khususnya pemilik tanah di Kabupaten Banyumas agar
memiliki kesadaran hukum untuk mengurus sertipikat hak milik atas tanah

mereka.
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